
  

 

 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR  38 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara 

Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta 
kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan 
terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

  b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 

hukum kepada Penyelenggara Negara di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melaporkan dan 

mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan 
terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu diatur Pedoman 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4150); 
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4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);   

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   : PERATURAN  BUPATI  BANGKA  TENTANG  PEDOMAN 

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA  KEKAYAAN  
PENYELENGGARA  NEGARA  DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bangka yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah 

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban 
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara 

Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan 
Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang 
lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku 

jabatannya. 

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut 

LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya 
tentang uraian dan rincian infomasi mengenai Harta Kekayaan, data 

pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara. 

8. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk 

menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 

9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan 
LHKPN.  

10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 
kepada KPK. 

11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara 
kepada publik.  

12. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik 

yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 

13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 

mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya. 

14. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk 

mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap 

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara/ 
prosedur penyampaian LHKPN. 
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(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan 
Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta 
perbuatan tercela lainnya. 

(3) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. perencanaan dan sararan; 

b. waktu pendaftaran dan penyampaian LHKPN; 

c. prosedur dan kelengkapan penyampaian LHKPN 

d. tim pengelola LHKPN; 

e. sanksi; 

f. tata cara penjatuhan sanksi; dan 

g. monitoring dan evaluasi. 

BAB III 

PERENCANAAN DAN SASARAN 

Pasal 3 

(1) Rencana kebutuhan penyampaian LHKPN dimaksudkan untuk memetakan 
para Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah 

diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu tuntutan dalam mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme. 

(2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

oleh Tim Pengelola LHKPN yang dikoordinasikan dengan Sekretariat 
Daerah. 

(3) Sasaran LHKPN (wajib lapor LHKPN) adalah Penyelenggara Negara yang 
berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari: 

a.  Bupati; 

b.  Wakil Bupati; 

c.  Pejabat Eselon II.A; 

d.  seluruh Pejabat Eselon II.B; 

e.  seluruh Pejabat Eselon III.A; 

f.  seluruh Pejabat Eselon III.B pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Kesehatan, 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rumah Sakit Umum Daerah; 

g.  Bendahara pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Kesehatan, 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rumah Sakit Umum Daerah; 

h.  Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2PUD) di 

Inspektorat; 

i.  Panitia Lelang; dan 

j.  Direksi dan Badan Pengawas pada BUMD; 

(4) Nama-nama personalia wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
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BAB IV 

WAKTU PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN LHKPN 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 wajib 

menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat : 

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali 

menjabat; 

b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah 
berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau 

c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat 
pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai 
Penyelenggara Negara. 

  Pasal 5 

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang 

diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

BAB V 

PROSEDUR DAN KELENGKAPAN PENYAMPAIAN LHKPN 

Pasal 6 

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 

a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau 

b. mengisi formulir LHKPN format excel yang dapat diunduh melalui 
www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn untuk kemudian dikirimkan 

melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat 
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor 

KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media 
penyimpanan data. 

c. bagi wajib lapor LHKPN yang telah mengirimkan formulir LHKPN 

sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, maka wajib 
menyampaikan copy bukti penyampaian LHKPN kepada Administrator 

LHKPN.  

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK 
yang sekurang-kurangnya memuat : 

a. nama; 

b. jabatan; 

c. instansi; 

d. tempat dan tanggal lahir; 

e. alamat; 

f. identitas istri atau suami; 

g. identitas anak; 

h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki; 

i. besarnya penghasilan dan pengeluaran; 

j. surat kuasa mendapatkan data keuangan; 

http://www.elhkpn.kpk.go.id/
http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn
mailto:elhkpn@kpk.go.id
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k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan 

l. surat pernyataan. 

(3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

(4) LHKPN merupakan dokumen milik Negara. 

BAB VI 

TIM PENGELOLA LHKPN 

Pasal 7 

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN 

dengan susunan personil yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. koordinator LHKPN terdiri dari : 

1. ketua;  

2. wakil ketua; dan 

3. anggota. 

b. administrator LHKPN; dan 

c. admin Unit Kerja. 

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

a. koordinator LHKPN  

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut : 

a) pemanfaatan aplikasi e-LHKPN pada www.elhkpn.kpk.go.id oleh 
wajib lapor LHKPN; 

b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam 
menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan 

c) sosialisasi kewajiban LHKPN. 

2. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk 
mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 

3. merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib 
LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk 
dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. administrator LHKPN  

1. menyampaikan dan melakukan verifikasi  data kepegawaian dan data 

perubahan jabatan Wajib LHKPN  (pertama kali menjabat mengalami    
mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) di lingkungan instansinya 

kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; 

2. melakukan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1. 
ke dalam aplikasi e-LHKPN; 

3. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan 
pengadministrasian aplikasi e-LHKPN; 

4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan 
verifikasi pendaftaran wajib lapor LHKPN baru dan update perubahan 

data wajib lapor; dan 

5. sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata 
cara pengisian formulir LHKPN. 

http://www.elhkpn.kpk.go.id/
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c. Admin Unit Kerja  

1. membuat akun  Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN; 

2. membuat/update daftar wajib lapor; 

3. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; 

4. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD / Unit Kerja 
untuk selanjutnya disampaikan ke admin instansi; dan 

5. mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN. 

BAB VII 

SANKSI 

Pasal 8 

(1) Bagi wajib lapor LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila tidak 
menyampaikan LHKPN diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat ringan, 

sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a.  pernyataan tidak puas secara tertulis apabila tidak menyampaikan 
LHKPN selama 1 (satu) tahun; 

b.  penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun apabila tidak 
menyampaikan LHKPN selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 

c.  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 

apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut; dan 

d.  pembebasan dari jabatan apabila tidak menyampaikan LHKPN selama 4 
(empat) tahun ke atas secara berturut-turut. 

BAB VIII 

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI 

Pasal 9 

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam   
Pasal 8 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut : 

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 
masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; 

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka 
kepada wajib lapor LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung. 

(3) Kewenangan dan tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 8 ayat (2) mempedomani ketentuan penjatuhan hukuman 

disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
yang berlaku. 

BAB IX 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 10 

(1) Tim Pengelola LHKPN wajib melakukan monitoring seluruh pelaksanaan 
penyampaian LHKPN. 
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(2) Tim Pengelola LHKPN wajib melakukan pemantauan pelaksanaan 
penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintahan Daerah. 

(3) Dalam hal pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang secara teknis membidangi 

LHKPN. 

(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
mengetahui : 

a. keberhasilan penyampaian LHKPN; 

b. mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggara Negara yang wajib 
penyampaian LHKPN; dan 

c. untuk memantau sejauh mana pemberian sanksi kepada penyelenggara 
yang tidak patuh penyampaian LHKPN. 

(5) Hasil pelaksanaan monitoring dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 11 

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat kepatuhan 

penyelenggara Negara sebagai suatu bentuk akuntabilitas. 

(2) Evaluasi dilakukan terhadap PNS dan Pejabat BUMD. 

(3) Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengelola LHKPN sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 
Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  1 Agustus  2017 

BUPATI BANGKA,  

   Cap/dto 

TARMIZI SAAT          
Diundangkan di Sungailiat 
Pada tanggal  1 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

  Cap/dto 

      FERY INSANI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 45      
 
 

 
 

 

 

       Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 
PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 
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